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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 
Motivasi

2.1.1 
Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan bagian dari disiplin Ilmu Sosial dan sesuai dengan sifatnya, maka pemberian pengertian terhadap motivasi saat ini sangat beraneka ragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia, perkembangan jaman serta perkembangan Ilmu Pemerintahan.

Beraneka ragamnya pengertian motivasi yang diberikan oleh para ahli dewasa ini tidak berarti akan merubah sendi dari pada konsep motivasi, tetapi hanya berbeda dalam aplikasinya.

Motivasi merupakan peranan yang sangat penting bagi setiap unsur pimpinan juga motivasi merupakan suatu hal yang dirasakan sulit oleh para pemegang pimpinan. Dikatakan bahwa motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan dan sebagainya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian motivasi, maka peneliti kemukakan beberapa pengertian motivasi menurut pendapat beberapa ahli berikut ini :

Koontz mengemukakan pengertian motivasi yang dikutip oleh Hasibuan (1996:95) sebagai berikut : “Motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan”.

Sedangkan menurut Effendi (1993:69) sebagai berikut : “Motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki”.

Terry mengemukakan pengertian motivasi yang dikutip oleh Moekijat (1984:10) sebagai berikut : “Motivasi adalah keinginan di dalam seseorang individu yang mendorong dia untuk bertindak”.


Sedangkan dari penelitian istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dalam Moekijat (1994:10) memberikan pendapat :

Motivasi adalah proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Menurut penelitian tersebut proses motivasi mencakup tiga (3) macam proses yaitu :

a. Pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipastikan:

b. Penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan – kebutuhan:

c. Penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan:
Dalam kehidupan organisasi, motivasi bagi setiap unsur pemimpin mempunyai arti tersendiri. Motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, tetapi motivasi juga dirasakan sebagai sesuatu yang sangat sulit seperti alasan yang dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1987:173) sebagai berikut :

a. Motivasi sebagai suatu yang penting.

      Dikatakan penting karena tidak boleh tidak, harus bersama-sama melalui orang lain atau bawahan. Untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada orang lain atau bawahan

b. Motivasi sebagai sesuatu yang sulit.

      Dikatakan sulit, sebab motivasi sendiri tidak bisa diamati dan diukur secara pasti. Dan untuk mengamati dan mengukur motivasi berarti harus mengkaji lebih jauh perilaku masing-masing bawahan.


Kemudian Wijaya (1986:12) memberikan batasan mengenai Motivasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Motivasi adalah kekuatan seorang pemimpin baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan perkataan lain motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental yang datangnya dari Pemerintah terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota kelompok dalam menggapai sesuatu peristiwa dalam masyarakat.


Pengertian motivasi menurut Siagian (1984:102) adalah sebagai berikut :

Dari segi taksonomi, motivasi berasal dari kata “Movere” dalam bahasa Latin yang mempunyai arti bergerak. Berbagai hal yang biasanya terkandung dalam berbagai definisi tentang motivasi antara lain adalah : kebutuhan, dorongan dan tujuan, dengan demikian motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan dan motif itulah yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku seseorang yang terarah terhadap pencapaian tujuan.


Motivasi sebagai suatu hal yang penting, maka dianggap mendesak untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan, terutama dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan yang memerlukan adanya dukungan dari bawahan maupun dari masyarakatnya secara aktif. Hal tersebut memerlukan kemampuan yang matang dari seorang pemimpin terutama dengan mengetahui prinsip-prinsip motivasi yang memudahkannya dalam memberi motivasi kepada bawahan.


Motivasi menurut arti katanya adalah bergerak, dimana “bergerak” tersebut ditimbulkan oleh suatu keadaan atau suasana yang mendorong manusia untuk bergerak. Keadaan atau suasana tersebut dapat berupa kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang ada dalam diri manusia.


Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan internal (dalam diri) seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan tujuannya seperti yang dikemukakan oleh George R. Terry yang dikutip oleh Hasibuan (1984:184) yaitu bahwa : Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.


Motivasi itu tampak dalam dua segi yang berbeda : di satu pihak kalau dilihat dari segi aktif dan dinamis, motivasi nampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan, mengerahkan dan mengarahkan daya, potensi dan tenaga kerja agar secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya jika dilihat dari segi pasif atau statis, motivasi akan nampak sebagai kebutuhan dan juga sekaligus sebagai perangsang untuk mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan.


Keinginan dan kegairahan kerja dapat ditingkatkan berdasarkan pertimbangan tentang adanya dua aspek motivasi yang bersifat statis. Aspek statis yang pertama, nampak sebagai kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar bagi harapan yang akan diperoleh melalui tercapainya tujuan organisasi dan yang menjadi kebutuhan pokok yang diharapkan tersebut.

Menurut pendapat Siagian (1989:128) mengemukakan bahwa : Pemberian motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motif bertindak kepada setiap orang yang berada dalam organisasi sedemikian rupa sehingga mereka mau berbuat dengan ikhlas demi tercapainya tujuan dengan baik.


Dari pendapat Siagian, dapat disimpulkan beberapa hal :

· Pemberian motivasi merupakan salah satu fungsi utama seorang pimpinan organisasi.

· Pemberian motivasi adalah fungsi seorang pemimpin dalam memotivasi pengurus menuju tujuan yang telah ditetapkan.

· Pemberian motivasi adalah pemberian motif bekerja kepada pengurus untuk mencapai tujaun secara ikhlas dan tidak merasa dipaksa oleh pemimpin.

· Pemberian motivasi dimaksudkan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

· Pemberian motivasi menunjukkan arti bahwa pimpinan suatu organisasi berada di tengah-tengah para anggotanya, untuk dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasehat dan koreksi juga diperlukan.

Motivasi sebagaimana pendapat Siagian tersebut di atas sama saja dengan pendapat Terry, yang semuanya mengartikan motivasi sebagai dorongan atau semangat atau inspirasi atau keinginan untuk bertindak sesuatu untuk berusaha mencapai tujuan, untuk berperilaku lebih baik, untuk kepentingan diri atau untuk kepentingan organisasi.
Tugas memberikan motivasi memang tidak mudah pada umumnya setiap orang mempunyai latar belakang pengalaman, harapan, ambisi dan lain lain yang berbeda. Akhirnya dalam memotivasi, pemimpin harus mengembangkan kecakapan memberikan perintah, harus mengetahui bagaimana memerintah orang tanpa menimbulkan perlawanan atau kebencian dan harus dapat memperoleh ketaatan tanpa menghilangkan prakarsa dan daya cipta (kreatifitas).

Motivasi sebagai proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di samping faktor ekstern seperti lingkungan kerja, pemimpin dan kepemimpinannya, juga ditentukan oleh faktor intern yang melekat pada setiap orang atau bawahannya seperti pembawaan tingkat pendidikan dan sebagainya.
Sumber lain mengungkapkan, bahwa di dalam motivasi itu terdapat suatu rangkaian interaksi antar berbagai faktor. Berbagai faktor yang dimaksud meliputi:

a. individu dengan segala unsur-unsurnya

b. situasi dimana individu bekerja

c. proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh masing-masing individu terhadap pelaksanaan pekerjaannya

d. pengaruh yang datang dari berbagai pihak

e. reaksi yang timbul terhadap pengaruh individu

f. perilaku atas perbuatan yang ditampilkan oleh individu

g. timbulnya persepsi dan bangkitnya kebutuhan baru, cita-cita dan tujuannya.

Jadi motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Dan motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut intrinsik atau faktor diluar diri yang disebut faktor ekstrinsik.

2.1.2 Jenis Motivasi
Setelah kita memahami arti motivasi, pada bagian ini peneliti akan membahas tentang alat dan jenis motivasi dari pendapat para ahli.
Menurut Hasibuan (1987:195) membedakan dua jenis motivasi sebagai berikut :

1. Motivasi positif ialah suatu dorongan yang bersifat positif, artinya jika para pegawai dapat menghasilkan prestasi di atas prestasi standar, maka pegawai tersebut diberikan insentif berupa hadiah.

2. Motivasi negatif ialah pendorong bawahan dengan ancaman hukuman, artinya jika prestasinya kurang dari prestasi standar akan dikenakan hukuman sedangkan jika prestasinya di atas standar tidak diberikan hadiah.
Dalam praktek, kedua jenis motivasi ini sering digunakan pada perusahaan atau organisasi insentif (positif / negatif) harus sesuai dengan perjanjian. Jika menurut pemimpin suatu hal diberikan sebagai insentif tetapi menurut karyawan atau bawahan ternyata bukan insentif maka di dalam hal ini hilanglah pengertian insentif tersebut.

Sedangkan Moekijat (1984:14-15) membedakan jenis motivasi sebagai berikut :

1. Motivasi intern, mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam seseorang individu meliputi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya.
2.
Motivasi ekstern, mengandung kekuatan-kekuatan, baik yang terdapat dalam individu maupun faktor-faktor yang dikendalikan oleh atasannya.
Di atas telah disinggung bahwa mereka yang dimotivasi adalah orang-orang yang mempunyai kepribadian, kebutuhan dan rasio. Untuk itu pimpinan dalam memotivasi orang lain harus mengerti serta memahami nilai-nilai dan asumsi-asumsi tentang manusia terutama tentang kebutuhannya pada dasarnya pembahasan mengenai motivasi menyangkut kebutuhannya, keinginannya, keinginan atau dorongan manusia untuk bekerja mencapai tujuan sebaik-baiknya.
Sejalan dengan itu, Siagian (1989:130) menyatakan bahwa pada garis besarnya : “Setiap manusia mempunyai dua macam kebutuhan pokok. Pertama, ia mempunyai kebutuhan yang berbentuk materi. Kedua, ia mempunyai kebutuhan yang berbentuk non-materi”. Tetapi diakui bahwa penggolongan kebutuhan yang demikian luas ini belum cukup untuk dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui secara spesifik kebutuhan-kebutuhan manusia formal.
Salah seorang pelopor yang mendalami teori motivasi adalah Abraham H. Maslow yang berintikan pandapat bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan kepada lima tingkatan kebutuhan. Sebagaimana dikutip  oleh Siagian (1989:130), tingkatan tersebut adalah :
1. Kebutuhan yang bersifat Fisiologis.

Manifestasi kebutuhan fisiologis terlihat dalam tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar, karena tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut seseorang tidak dapat dikatakan hidup normal, karena tanpa terpenuhinya ketiga kebutuhan utamanya ini seseorang akan sulit memulai kehidupan yang layak.

2. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat keamanan.

Kebutuhan-kebutuhan kemananan ini mengarah kepada dua bentuk, yakni: pertama, kebutuhan akan keamanan jiwa dan kedua, kebutuhan akan keamanan harta. Keduanya saling berkaitan erat karena tanpa terjaminnya kehidupan akan dirinya manusia akan terus berupaya mempertahankan hidup dan mencari lingkungan yang dirasakan tidak mengganggunya sambil berupaya pula menyelamatkan harta yang dimiliki untuk dapat melangsungkan kehidupannya.
3. Kebutuhan-kebutuhan sosial.

Kebutuhan sosial timbul karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial tersebut biasanya tercermin dalam empat bentuk “perasaan”, yaitu:

a. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dimana ia hidup dan bekerja.
b. Kebutuhan akan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa dirinya penting.

c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal

d. Kebutuhan akan perasaan “ikut serta”, dalam arti adanya kesempatan untuk memberikan saran-saran, pendapat, kritik dan informasi kepada pimpinan mereka.

4. Kebutuhan akan prestise

Idealnya prestise timbul sebagai akibat prestise, tetapi tidak selalu demikian halnya. Meskipun demikian perlu diperhatikan oleh kelompok pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam organisasi dan di masyarakat, semakin tinggi pula status dan prestisenya. Prestise dan status itu dimanifestasikan oleh banyak hal. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula hal-hal yang dipergunakannya sebagai simbol statusnya..

5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja.

Hal ini menandakan bahwa manusia tersebut memiliki dasar hidup yang berkecukupan dan ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas kerjanya. Pemenuhan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti latihan dalam jabatan, seminar konferensi, pendidikan akademis dan sebagainya. Kebutuhan aktualisasi berbeda dengan kebutuhan lain dalam dua hal :

a. pertama, kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat dipenuhi dari luar pemenuhannya berdasarkan usaha individu itu sendiri.

b. kedua, aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang individu. Kebutuhan ini berlangsung terus terutama sejalan dengan meningkatkan jenjang karir seorang individu.
1.1.3 Prinsip-Prinsip Motivasi
Dengan berpedoman bahwa motivasi merupakan salah satu usaha pimpinan untuk menggerakkan dan mengarahkan setiap bawahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi dan juga dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan serta keinginan-keinginan setiap bawahan yang ada dalam organisasi tersebut, seorang pimpinan harus memperhatikan prinsip-prinsip motivasi, mengingat prinsip-prinsip motivasi merupakan suatu cara untuk memberikan dorongan kepada bawahan.

Dengan demikian prinsip-prinsip motivasi akan membantu pimpinan untuk menggerakan bawahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan, (1980:185) sebagai berikut :

1. Prinsip Mengikutsertakan

Motivasi untuk mencapai hasil-hasil akan bertambah, jika kepada para bawahan diberikan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hasil-hasil itu, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan.
2. Prinsip Komunikasi

Motivasi untuk mencapai hasil-hasil cenderung meningkat, jika bawahan diberi tahu tentang soal-soal yang mempengaruhi hasil-hasil itu. Pada dasarnya, semakin banyak seorang bawahan mengetahui suatu soal, semakin banyak pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut.
3. Prinsip Pengakuan

Motivasi untuk mencapai hasil-hasil cenderung meningkat, jika kepada bawahan diberi pengakuan atas sumbangannya terhadap hasil-hasil yang dicapai. bawahan akan bekerja keras dan rajin bila mereka terus menerus mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. Pengakuan dan pujian harus diberikan dengan ikhlas, apalagi kalau pengakuan dan pujian itu diberikan di hadapan umum.

4. Prinsip Wewenang yang Didelegasikan

Motivasi untuk mencapai hasil-hasil akan bertambah kalau bawahan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri berarti melengkapinya dengan kepentingan atas hasil-hasil yang dicapainya. Tidak ada kekuatan pendorong yang lebih besar daripada menjadikan bawahan bertanggung jawab atas sebagian dari usaha. Memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil keputusan-keputusan yang membawa hasil atau kegagalan memberikannya ganjaran berdasarkan prestasinya.
5. Prinsip Perhatian Timbal Balik

Motivasi untuk mencapai hasil akan bertambah, jika seorang pemimpin mengetahui kebutuhan dan keinginan bawahan. Semakin banyak kita dapat membantu bawahan mencapai tujuannya, semakin besar sumbangannya untuk mancapai hasil-hasil yang kita inginkan.
Menurut Sarwoto (1991:151) prinsip-prinsip motivasi yang harus diperhatikan oleh seorang pimpinan adalah sebagai berikut :
1. Motivasi adalah fungsi, kegiatan dan juga alat pimpinan untuk menggerakkan kemauan kerja bawahan agar bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

2. Tujuan motivasi adalah meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Objek dan sasaran motivasi adalah para pekerja pada semua tingkat.

4. Dorongan kerja terbaik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri pekerja sendiri, karenanya motivasi harus diarahkan untuk meningkatkan dorongan kerja yang ada dalam diri sendiri setiap pekerja itu sendiri.

5. Setiap orang bekerja karena didorong oleh suatu kebutuhan untuk memuaskan suatu keinginan. Karena motivasi harus diarahkan kepada dorongan dalam diri pekerja masing-masing, maka motivasi harus selaras dengan kebutuhan masing-masing individu dengan kata lain motivasi harus membantu ke arah terpenuhinya kebutuhan serta aspirasi masing-masing pekerja.
6. Karena motivasi harus menjurus ke arah terpenuhinya aspirasi individu, maka “personal need” secara umum maupun khusus dari masing-masing pekerjanya.

7. Walaupun secara umum “basic personal need” setiap orang bersamaan, namun kebutuhan yang menonjol sering saling berbeda satu sama lain. Karenanya motivasi yang baik adalah yang bercorak individual dan diterapkan secara luwes tergantung kebutuhan yang menonjol daripada orang yang dimotivasi.

Sebagai fungsi, kegiatan dan juga alat pimpinan motivasi bermanfaat dalam menggerakkan kemauan kerja bawahan agar bekerja lebih efektif dan efisien dalam menggapai tujuan organisasi, karenanya dengan demikian relevansi kepentingan pemimpin dengan bawahan atau kelompoknya dapat dijembatani.
Tujuan motivasi yaitu untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja akan tercapai bila pimpinan dan bawahan atau kelompoknya mempunyai target yang akan dicapai melalui perencanaan, perangkat pengawasan yang memadai serta ukuran standar kerja yang memadai.

Dalam pemberian motivasi, seorang pimpinan hendaknya tidak membedakan bawahan atau anggota kelompoknya dengan status dan kedudukannya karena tujuan yang akan dicapai akhirnya merupakan hasil kerja sama.

Dalam memberikan motivasi tersebut, seorang pimpinan hendaknya diarahkan pada kesadaran berupa munculnya dorongan yang timbul dari dalam diri bawahan secara ikhlas, karena tanpa dorongan tersebut tidak akan menimbulkan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh seorang pimpinan akan sulit terlaksana.

Hal yang perlu diperhatikan seorang pimpinan dalam memberikan motivasi yaitu secara umum dapat memberikan kepuasan yang sesuai dengan aspirasi-aspirasi yang muncul dari masing-masing individu dalam kelompoknya, karena bawahan sebagai manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi.

Motivasi harus menjurus ke arah terpuasnya aspirasi individu, oleh karena itu hendaknya pimpinan dapat memahami hal apa saja yang dibutuhkan bawahannya secara umum maupun perseorangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan yang akan ditempuhnya dalam melaksanakan pemberian motivasi.

Pimpinan hendaknya dapat pula menerapkan pemberian motivasi yang baik dengan pendekatan bercorak individual dan diterapkan secara luwes tergantung pada kebutuhan yang menonjol daripada orang yang perlu diberi motivasi tersebut.
Berdasarkan uraian di atas dapat di disimpulkan bahwa prinsip motivasi sebagai suatu pedoman pokok yang hendaknya diketahui oleh seseorang pimpinan sebelum melakukan pemberian motivasi dengan maksud agar dalam mancapai tujuan pemberian motivasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

1.1.4 Motivasi Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen

Sebelum membahas lebih rinci mengenai motivasi sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan rangkaian keseluruhan yang utuh akan diuraikan terlebih dahulu pengertian fungsi menurut Moekijat (1985:189) yaitu : Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama, berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya atau pelaksanaan kerja yang dapat dibedakan dari pekerjaan lain.

Jika dikaji pendapat tersebut maka fungsi itu merupakan pengelompokkan dari beberapa aktifitas yang sejenis baik sifat maupun pelaksanaannya. Dengan adanya fungsi maka dapat diatur tata organisasi sedemikian rupa sehingga memberikan kejelasan pada setiap individu yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan setiap tugas-tugas pekerjaan termasuk pertanggung jawaban.

Fungsi ini mempertegas dan memperjelas jenjang-jenjang atau tahapan-tahapan pimpinan sebagai penanggung jawab utama (umum) dan para pelaksana itu sendiri sebagai yang mempertanggung jawabkan pekerjaannya masing-masing terhadap pimpinannya itu.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pencapaian tujuan organisasi yang baik diperlukan administrasi yang rapih dan cermat berdasarkan metode yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Untuk itu akan dikemukakan pengertian Administrasi berdasarkan pendapat dari Siagian (1989:3) sebagai berikut :

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh statis atau tinggal diam, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan Manajemen atau dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Untuk memperjelas, akan dikemukakan pengertian manajemen menurut pendapat Siagian (1989:5) yaitu : Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dari pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain untuk diarahkan atau dikelompokkan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu baik itu berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berawal dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan dapat dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana.

Motivasi merupakan unsur penggerak dari manajemen yang sangat berperan di dalam meningkatkan aktifitas dari pada individu-individu dalam organisasi secara maksimal dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan. Ya’qub (1984:104) mengemukakan mengenai fungsi dari motivasi yaitu sebagai berikut : Fungsi motivasi adalah fungsi manajemen ke tiga. Fungsi motivasi berarti rangkaian kegiatan untuk mengusahakan supaya orang-orang mau bekerja mancapai tujuan dengan senang hati.

Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa motivasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peran sangat penting di dalam pencapaian tujuan.
Dengan motivasi setiap upaya, arahan dan gerakan dalam mencapai tujuan tidak merasa adanya unsur paksaan atau keharusan, tetapi dapat menggugah tingkat kesadaran karena adanya suatu kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai dan melalui motivasi ini dapat dipakai suatu rangkaian upaya yang dimulai dengan adanya perencanaan dan adanya dorongan atau keinginan dalam memenuhi kebutuhan yang mengarah kepada pencapaian tujuan semula.
1.1.5 Proses dan Tujuan Motivasi
Di dalam suatu organisasi seorang pemimpin sebagai motivator harus dapat memegang teguh pelaksanaan motivasi bagi bawahan sesuai dengan proses dan tujuan motivasi.

Pelaksanaan proses motivasi meliputi :

a. Perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan dari organisasi, kemudian para bawahan dimotivasi kearah tujuan tersebut.

b. Penting mengetahui keinginan para bawahan dan tidak hanya dilihat dari sudut kepentingan bagi pimpinan dan organisasi saja.

c. Harus dilakukan komunikasi yang baik di antara pimpinan dengan bawahan, dan bawahan itu harus mengetahui apa yang berhubungan dengan dirinya.

d. Sebagai pemimpin penting untuk memberikan suatu bantuan kepada para bawahannya.

e. Pemimpin harus berusaha membentuk team work yang biasa dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pelaksanaan tujuan motivasi meliputi :

a. Untuk meningkatkan gairah kerja para bawahan.

b. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab para bawahan pada tugas-tugas atau kewajibannya.

c. Untuk memperbesar peran serta bawahan.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa di dalam pelaksanaan proses dan tujuan motivasi di dalam suatu organisasi harus dijalankan secara harmonis, baik bagi pemimpin maupun para bawahan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan.

2.2 Pemerintah Kecamatan
2.2.1
Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Secara etimologis kata pemerintah berasal dari kata perintah, perintah berarti menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan, jadi pemerintah adalah seseorang atau badan yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan pemerintahan adalah cara seseorang atau badan tersebut memerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pamudji (1986:23) sebagai berikut :
a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.

b. Pemerintah adalah kekuasaan pemerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu negara)
c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Dengan demikian, kata pemerintah dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara memerintah yang dilakukan oleh organisai atau lembaga-lembaga atau badan-badan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan atau negara. Pengertian pemerintah dalam arti luas yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh organisasi atau lembaga atau badan yang ada dalam suatu negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah hanya terbatas pada eksekutif dan jajarannya, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Pamudji (1986 : 25-26) yaitu berikut :
Pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.

Kaitannya dengan pemerintah wilayah kecamatan yang berkedudukan sebagai pejabat eksekutif di tingkat kecamatan, bahwa pemerintah wilayah Kecamatan yaitu Camat beserta perangkatnya yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Suryaningrat (1980:20) memberikan 4 (empat) pengertian tentang pemerintah, yaitu :

a. Pemerintah berarti aktifitas, proses memerintah yaitu melaksanakan suatu ukuran pengawasan.

b. Pemerintah berarti keadaan urusan dimana aktifitas proses bisa diketemukan, secara singkatnya adalah keadaan pemerintah yang diatur.

c. Pemerintah berarti mereka yang memberikan perintah.

d. Pemerintah berarti suatu cara, metode, sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Dari pengertian tersebut sangatlah jelas bahwa pemerintah mempunyai pengertian yang satu sama lain berbeda-beda, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengertian pemerintah itu meliputi pengertian proses pemerintah, masalah-masalah yang menyangkut soal ketatanegaraan, orang-orang yang melakukan aktifitas serta metode-metode yang digunakan untuk memerintah.
Untuk lebih menggambarkan arti pemerintahan yang lebih luas perlu dikaji secara mendalam. Di dalam bahasa Inggris sering dijumpai perkataan Government yang artinya pemerintah atau pemerintahan. Dalam kata pemerintah maupun pemerintahan dapat dibedakan antara pengertian dalam arti luas adalah meliputi semua tugas, wewenang, kewajiban dan juga tujuan negara atau meliputi seluruh kekuasaan negara. Dengan demikian pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup pengertian kekuasaan eksekutif saja yang di dalamnya terdiri dari badan tertinggi dan diberi kekuasaan untuk melakukan serta melaksanakan tugas eksekutif.

Dari pengertian pemerintahan di atas, maka akan terlihat bahwa pengertian pemerintahan dalam arti sempit terlalu implisit dalam pengertian dalam arti luas, hal ini mengingatkan pada teori residu, dimana  fungsi-fungsi yang tidak masuk dalam fungsi utama bidang legislatif dan yudikatif dikategorikan ke dalam fungsi bidang eksekutif, dan ini secara optimis mempunyai lapangan pemerintahan yang arti sempit.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian pemerintahan mengandung dua pengertian yaitu pengertian pemerintahan dalam arti luas yang meliputi seluruh lembaga-lembaga pemerintahan dan pengertian pemerintahan dalam arti sempit yang meliputi bidang eksekutif saja.

2.2.2 
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kecamatan sebagai berikut :
a. Kedudukan

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota atau Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Propinsi DKI Jakarta yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh camat.

2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota atau Walikotamadya/Bupati administrasi di Provinsi DKI Jakarta meIalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
b. Tugas dan Fungsi

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau Walikotamadya/Bupati Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagian tugas camat dapat dilimpahkan kepada Lurah.
c. Susunan Organisasi 

      Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
1. Camat;

2. Sekretaris;
3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomankiaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah;

6. Kelompok jabatan fungsional;
Penyelenggaraan pembangunan di kecamatan dikoordinasikan oleh Camat sebagai pemimpin. Dalam hal ini sebagai pimpinan mengkoordinasikan aparatnya serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayahnya dan instansi-instansi terkait di dalam berbagai kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang dalam rangka mencapai cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dengan melihat kenyataan di atas maka Camat sebagai Kepala Kecamatan bisa dikatakan sebagai pimpinan formal di dalam melaksanakan pembangunan, Kepala Kecamatan harus bertanggung jawab kepada atasannya juga kepada warga yang dipimpinnya.
2.3  Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disingkat PPAT dan dapat disingkat lagi dengan sebutan pejabat. Apabila diperhatikan, menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Pengertian PPAT menurut Madjloes, SH. Dalam bukunya “Beberapa Petunjuk bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah” (1978), adalah sebagai berikut :
Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang harus berwenang membuat dan menandatangani Akta Tanah dalam hal memindahkan hak atas tanah, memberikah sesuatu hak atas tanah, menggadaikan tanah, meminjam uang denganhak atas tanah sebagai tanggungan terhadap mereka yang menghendaki adanya Akta itu sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya sebagaimana yang ditentukan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dari pengertian PPAT tersebut di atas, dapat diketahui bahwa PPAT adalah Pejabat Umum sedangkat yang dimaksud dengan Pejabat Umum ialah pejabat yang diangkat dan ditugaskan melakukan sebagian pekerjaan Pemerintah Umum.

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT :

a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT;

b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri.
Camat sebagai PPAT adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Camat menjadi PPAT, yang berusaha untuk mengetahui peraturan-peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah. Hasil dari akta-akta yang dibuat dihadapan PPAT adalah merupakan salah satu syarat berakhirnya suatu hak yang harus segera didaftarkan dalam daftar umum buku tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pemegang hak dalam daftar umum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Agar akta yang dibuat PPAT sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diperlukan penelitian oleh PPAT sebelum akta dibuat atau ditandatangani baik mengenai subjek maupun objek haknya.
Hal ini hendaknya dimaklumi, sebagai aparat pemerintah karena jabatannya Camat selaku perangkat daerah wajib dan harus mengetahui dan mengerti masalah pertanahan (status pemilikan, sengketa tanah, mutasi tanah, pemanfaatan dan penggunaannya). Dengan kondisi jabatannya demikian dalam praktek pelaksanaan fungsi PPAT tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan secara tegas dan fungsinya sebagai perangkat daerah maupun pegawai negeri sipil dengan predikat abdi negara dan abdi masyarakat.

Camat sebagai PPAT, selama dalam suatu kecamatan belum diangkat seorang PPAT, maka Camat menjadi PPAT karena jabatannya. Dalam hubungan ini di dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 dijelaskan, Camat ditunjuk untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT.
Bentuk akta yang ditandatangani oleh PPAT adalah sebagai berikut :

1. jual beli;

2. tukar menukar;

3. hibah;

4. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

5. pembagian hak bersama;

6. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

7. pemberian Hak Tanggungan;

8. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
2.4 Sertifikat Tanah
2.4.1 Pengertian Sertifikat Tanah

Sertifikat hak atas tanah terdiri dari sampul luar, sampul dalam, buku tanah dan surat ukur, walaupun prakteknya sering disebut sertifikat terdiri dari atas buku tanah dan surat ukur.

Sertifikat adalah suatu alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah, sejalan dengan itu Perangin (1992:1) mengemukakan sebagai berikut : Dapat kita sebut : “Sertifikat hak atas tanah/hak tanggungan adalah surat tanda bukti hak atas tanah/hak tanggungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah menurut PP No. 10/1961”.
Menurut pendapat di atas dijelaskan bahwa sertifikat adalah suatu alat bukti hak atas tanah. Tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah, karena hak atas tanah seseorang masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain seperti saksi-saksi, akta-akta jual beli surat keputusan pemberian hak.
Sedangkan pengertian sertifikat menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19 Ayat (2), adalah sebagai berikut : “Sertipikat adalah surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
Untuk membedakan kekuatan sertifikat dengan alat bukti lain, Perangin (1992:1-2) menyatakan sebagai berikut :
Beda sertifikat dengan alat bukti lain itu adalah, bahwa sertifikat ditegaskan oleh peraturan perundangan sebagai alat bukti yang kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama tidak ada bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan. Sedangkan alat bukti lain itu, hanya dianggap sebagai bukti permulaan, harus dikuatkan oleh alat bukti lain.
Setelah melihat penjelasan di atas, jelas bahwa sertifikat lebih kuat kedudukannya bila dibandingkan dengan alat bukti lain. Jadi siapapun termasuk hakim harus menerima sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan benar, selama tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan bahwa keterangan dalam sertifikat itu salah (palsu).
2.4.2 Penerbitan Sertifikat Tanah

Untuk memperoleh sertifikat tanah diperlukan suatu usaha, waktu dan biaya. Usaha di sini yaitu berupa mengajukan permohonan sertifikat dan persiapan surat-surat yang diperlukan kemudian menghadapi pejabat-pejabat tertentu. Semua ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.
Untuk mendapatkan sertifikat tanah salah satunya adalah dengan cara mendaftarkan tanahnya  ke Kantor Pertanahan. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Sedangkan yang menjadi objek pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :
1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

2. tanah hak pengelolaan;

3. tanah wakaf;

4. hak milik atas satuan rumah susun;

5. hak tanggungan;

6. tanah Negara.
Selanjutnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika di dalam buku tanah terdapat yang menyangkut data yuridis, atau catatan yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
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